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PRAKATA

emokrasi di lingkungan sekolah bukan cara yang
mudah untuk dilaksanakan karena membutuhkan
perubahan keyakinan warga sekolah terhadap tin-
dakan-tindakan demokratis yang berhubungan dengan kebe-
basan. Habitus sekolah perlu diubah menjadi lingkungan sosial
agar terjadi pembiasaan pikiran dan tingkah laku demokratis
yang ditandai dengan kepentingan mutualitas warga sekolah
melalui interaksi yang fleksibel dan seimbang guna kepentingan
bersama. Warga sekolah memiliki kesempatan yang luas un-
tuk mengembangkan potensi secara utuh dengan penerapan
nilai-nilai kebebasan yang kritis, setara, akuntabilitas, disiplin,
dan kejujuran dalam tindakan.
Khususnya kegiatan belajar mengajar akan mengalami
perubahan di mana proses belajar mengajar tidak terjadi secara
konseptual. Siswa tidak hanya mendengar pengetahuan dari guru

dan membaca sumber buku yang ditetapkan guru. Sebaliknya,
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ide dan aktivitas kebutuhan siswa menjadi unsur utama yang
tertuang dalam rencana pengembangan pembelajaran guru.
Siswa menikmati kebebasan penuh untuk bertumbuh dalam
belajar tanpa hambatan karena cara belajar dilakukan melalui
kehidupan sosial yang nyata sehingga siswa bukan berpikir secara
alami tentang sesuatu, tetapi melakukan sesuatu secara alami.

Buku Demokrasi di Sekolah dapat membantu pembaca
menemukan makna demokrasi dalam pendidikan dan pene-
rapan demokrasi secara praksis di sekolah. Penulis percaya
bahwa setiap pernyataan dan gambaran dalam buku ini mem-
butuhkan pemikiran dan penerapan yang lebih kritis sehingga
kajian-kajian ilmiah dan praksis demokrasi yang terbaru dapat

dirintis dengan tepat.
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PENDAHULUAN

ingkungan sekolah bersikukuh memfasilitasi kebiasaan

bahwa siswa harus mendengar guru, tanpa ada ruang

bagi siswa memberikan argumen yang berbeda dari
sudut pandang guru. Bahkan sekolah dalam mencapai kualitas
lebih menonjolkan reputasi hasil pada ijazah dengan nilai aka-
demik yang tinggi. Dalam proses mencapai hasil akademik ada
tekanan-tekanan, seperti komunikasi yang satu arah yaitu dari
guru ke siswa, tidak ada umpan balik dari siswa, kebebasan kritis
siswa masih dibatasi, dan masih ada fasilitas pembelajaran yang
kurang memadai tetapi siswa dipaksakan harus memiliki nilai
pengetahuan dan prestasi belajar yang tinggi. Sekolah masih
mempraktikkan penindasan yang halus, seperti tidak adanya
dialektika dan komunikasi yang terbuka, subjektivitas kadang
muncul, komitmen etis yang dipaksakan, dan relasi kekuasaan
yang tidak dapat dihindari.
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Konteks di atas menggambarkan bahwa ruang sekolah telah
mengabaikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa
untuk berpartisipasi agar bertumbuh dan berkembang seca-
ra optimal dan wajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya
(Dewey, 1916). Ada semacam regulasi otoritas di sekolah yang
tanpa disadari telah melumpuhkan dan mematikan pengalaman
belajar, ide-ide siswa, termasuk tidak adanya dukungan yang
konsisten dengan aktivitas belajar yang mengembangkan ide
dan gagasan dari siswa.

Regulasi otoritas dipakai dalam proses belajar mengajar
agar nilai akademik siswa menjadi tinggi. Siswa dikungkung agar
mudah dikendalikan dalam proses belajar mengajar. Stuktur
kurikulum pun diarahkan mempersiapkan siswa untuk sukses
di tingkat berikutnya, tetapi tidak berbasis instruksional untuk
praktik pendidikan dan proyeksi tentang kebutuhan masa de-
pan yang memberi kontribusi bagi masyarakat. Orientasi sistem
kesinambungan antara teori (pengetahuan) dan praktik dalam
belajar mengajar kurang dioptimalkan, bahkan, integrasi kuri-
kulum dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis
belum termuat dengan jelas mengakibatkan kapasitas berpikir
siswa menjadi lemah.

Sementara sikap guru agar konsisten dengan kurikulum
justru mengakibatkan guru menjadi bingung karena materi
pelajaran cenderung tambal sulam. Guru menerjemahkan isi
kurikulum dengan mempersempit ruang demokratis sehingga

melahirkan struktur sosial yang kurang adil. Harkat kemanusiaan
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terlindungi dalam tekanan dan kondisi manusia meningkat tanpa
kebebasan kritis dalam menyikapi berbagai masalah. Isi materi
dalam kurikulum didominasi dengan tuntutan menghafalkan
dan menguasai pelajaran sebanyak mungkin untuk menghadapi
ujian dan siswa harus menjawab apa yang telah dihafalkannya.

Kondisi di atas sebenarnya terindikasi bahwa sekolah telah
membuat manusia melepaskan tanggung atas perkembangannya
sendiri, bahkan sekolah bisa disinyalir menjadi penyehab banyak
orang bunuh diri secara spiritual (Illich, 1970). Bagi Dewey,
pendidikan bukan hanya menuju kedewasaan, tetapi berke-
lanjutan pada pertumbuhan pikiran yang berkelanjutan. Selain
itu, pendidikan yang sebenarnya adalah setelah meninggalkan
bangku-bangku sekolah. Dengan demikian, pendidikan yang
berlangsung di sekolah harus memberikan pemenuhan kepen-
tingan dan kesejahteraan bersama secara bebas dan maksimal.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menampung kegi-
atan pendidikan dengan kesejahteraan yang maksimal adalah
menerapkan sistem demokrasi yang didasarkan pada saling
menghormati kepentingan bersama, kebebasan, dan sarana
kontrol sosial. Dalam proses belajar, siswa diberi kebebasan me-
ngeluarkan pendapat. Suasana belajar mengaktifkan siswa dan
tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru.
Begitu juga menciptakan suasana belajar mengajar sehingga
siswa senantiasa termotivasi untuk terus belajar.

Lemahnya menerapkan demokrasi di sekolah dapat meng-

akibatkan komunikasi proses belajar mengajar hanya satu arah
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dan tidak terjadi komunikasi umpan balik atau debat kritis antara
guru dengan siswa atau sebaliknya. Guru pun menjadi subjektif
dalam memberi penilaian dari segi keterampilan dan sikap siswa.
Tidak salah jika ditegaskan bahwa setiap sudut sekolah tidak lagi
kritis menumbuhkan keyakinan untuk kebebasan, keadilan, dan
kesetaraan. Dalam proses belajar mengajar terjadi perlakuan
tidak adil bagi siswa karena siswa tereksklusi dari dunia penga-
laman kritis untuk menghadapi berbagai pergolakan secara nyata.
Dampak lain jika unsur keadilan lemah di sekolah maka
kebiasaan belajar siswa yang aktif atau pasif diapriori dengan
sebutan anak pintar dan bodoh. Pintar bagi anak disebut anak
baik, bodoh bagi anak disebutan anak nakal. Layanan terhadap
anak pintar/baik terus dioptimalkan, sementara layanan terha-
dap anak kurang pintar belum sepenuhnya dioptimalkan. Nilai
solidaritas, kepercayaan, dan toleransi juga dapat menurun
karena siswa tidak mengetahui apa tujuan belajar mereka.
Mirisnya, potensi demokratis di sekolah justru dianggap
menjadi ancaman bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas
sekolah. Karena ada juga semacam kebiasaan sekolah dalam
kualitas proses belajar yang membentuk sikap pasif dan adaptif
terhadap teks (buku pelajaran) dan konteks (realitas kehidupan)
bagi siswa sehingga tidak terjadi dialektika ilmu pengetahuan.
Arena proses belajar mengajar pun tidak lebih dari sekadar
imposisi pengetahuan dari mereka guru kepada kepada siswa
yang dianggap tidak mengerti apa-apa. Bahkan berhasilnya

penyampaian pengetahuan hanya melalui komunikasi satu
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arah dan tidak ada komunikasi terbuka. Kultur sekolah seakan
mempolakan perkembangan siswa melalui proses teknis-material
sehingga menggeser ide tentang perkembangan diri siswa yang
bersifat moral dan etis.

Kondisi yang tidak demokratis lainnya yaitu penyelenggaran
pendidikan di sekolah dilakukan secara birokratik-sentralistik
sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pen-
didikan yang tergantung pada keputusan birokrasi. Terkadang
kebijakan dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi
sekolah setempat. Sekolah cenderung menjadi subordinasi bi-
rokrasi di atasnya sehingga kehilangan kemandirian, keluwesan,
motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan me-
majukan lembaganya, termasuk meningkatkan kualitas sekolah
sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian, dapat teridentifikasi bahwa selama ini
demokrasi di sekolah hanya diyakini dan dipertontonkan saja,
tetapi tidak dipraktikkan sebagai prosedur dalam proses belajar
mengajar. Sekolah cenderung terkesan melumpuhkan dan mem-
batasi penghargaan terhadap harkat, martabat, dan hak siswa.
Sekolah melemahkan nilai-nilai demokrasi seperti, kebebasan,
keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Bahkan pelemahan
nilai-nilai demokrasi ini telah dijadikan orientasi dalam proses
belajar mengajar sebagai tindakan memperbaiki kualitas sekolah.

Cukup menyedihkan karena praktik demokrasi yang menga-
lami proses tarik-menarik demi kepentingan pemerintah sebagai

penguasa terhadap sekolah. Sekolah seakan mengalami krisis
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demokrasi karena pemerintah memberikan legitimasi kepada
sekolah, tetapi sekolah tidak memiliki keberanian untuk me-
ngembangkan kecakapan (skill) yang cukup untuk mengelola
praktik demokratis secara tepat. Pemerintah sebagai penguasa
menuntut sekolah memenuhi keputusan dan kebijakan peme-
rintah. Akibatnya, sekolah menciptakan kultur sekolah yang
mengandalkan kekuatan militer, tindakan diskriminatif, dan
tidak menjunjung rasa hormat untuk mengembangkan kultur
kepercayaan dan kebebasan kepada warga sekolah. Padahal
warga sekolah memiliki hak untuk menolak keputusan pemerin-
tah (penguasa) jika keputusan tersebut tidak memihak kepada
kepentingan warga sekolah.
Secara ringkas dapat ditegaskan bahwa adalima kebiasaan
di lingkungan sekolah yang mematikan penerapan demokrasi.
1. Lingkungan sekolah masih melemahkan kepercayaan timbal
balik. Momen berkumpul untuk membahas dan melakukan
pertimbangan bersama belum sepenuhnya memberi peng-
hargaan dan kepercayaan penuh kepada setiap individu di
lingkungan sekolah. Kekuatan demokratis berupa kepercaya-
an telah dipaksa membenarkan dan menjalankan keputusan
yang dibuat berdasarkan tekanan dari pihak-pihak yang
merasa dirinya lebih berkuasa dan lebih tahu.
2. Relasi dalam pengorganisasian kegiatan sekolah memper-
kecil interaksi, partisipatif, komunikatif, juga tidak bebas
mencipta, bereksperimen, menganalisis, dan mengambil ke-

putusan bersama. Peraturan yang ada di sekolah seakan-akan
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memaksa siswa untuk pasif, perbuatan di sekolah berlang-
sung kaku, tidak memberikan kebebasan bertindak, bentuk
bangku, gedung, rencana pelajaran, semuanya mengikat,
tidak memberikan kebebasan kepada anak maupun guru.
Nilai keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab,
dan wewenang tidak utuh diberikan kepada setiap individu.
Akibatnya, efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar
belum mewujudkan interaksi edukasi antara siswa dengan
guru, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta
dampak dari hasil kegiatan belajar mengajar yang hanya
pada hasil yang berorientasi nilai.

Pembelajaran masih dengan sengaja dikelola untuk mem-
persempit ruang kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Guru
lebih mendeminasi karena guru yang merancang kegiatan
belajar mengajar. Siswa tekun belajar secara konseptual se-
hingga perbuatan dan pikiran siswa tergantung pada orang
lain, lisan dari guru, maupun tertulis dari buku. Siswa dipaksa
untuk mengerjakan, untuk belajar atau untuk mencapai
target nilai tertentu. Akibatnya, siswa menjadi tertekan dan
dapat membuat siswa berpikir bahwa belajar adalah kewa-
jiban, bukan kebutuhan.

Pihak-pihak eksternal, yaitu orang tua, masyarakat dan stake
holders belum optimal dipakai sebagai pihak untuk berkon-
sultasi dan menjadi motivator bagi upaya meningkatkan
prestasi akademik siswa sekaligus memperbaiki kualitas
sekolah.
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Demokrasi di sekolah dalam buku ini lebih mendeskripsi-
kan tentang mengoptimalkan praktik-praktik demokrasi dalam
hubungan interaksi antara warga sekolah. Hubungan interaksi
demokratis dapat mempolakan keyakinan, norma dan sikap
partisipasi, akuntabilitas, kebebasan, dan kesetaraan (Gray &
Chanoff, 1986). Norma dan sikap demokratis ini jika diyakini dan
dilakoni dengan baik maka pada satu sisi dapat mencorakkan
lingkungan sekolah yang menghargai kebebasan dan memotivasi
setiap warga sekolah bergerak menuju derajat atau martabat
yang lebih tinggi. Sementara pada sisi lain, dapat dijadikan ka-
rakteristik khas sekolah guna menyikapi keragaman suku, tingkat
sosial, perilaku, sampai kepada bahasa di lingkungan sekolah.
Keterlibatan warga sekolah dalam keragaman dengan interaksi
demokratis diharapkan dapat mendekonstruksi stereotipe dan
prasangka terhadap identitas lain di sekitar lingkungan sekolah.

Selanjutnya, dalam konteks proses belajar mengajar hu-
bungan interaksi demokratis melalui keyakinan, norma dan
sikap partisipasi, akuntabilitas, kebebasan, dan kesetaraan akan
membantu siswa berbagi tanggung jawab dan belajar untuk be-
kerjasama, menghindari adanya hubungan otoriter antara guru
dan siswa, mengembangkan pemikiran kritis siswa, siswa bebas
untuk mengatur pembelajaran, mengembangkan kompetensi
dan guru selalu berusaha meningkatkan harga diri siswa dan
mengurangi kerasnya ketidakadilan sosial di sekolah.

Agar hubungan interaksi demokratis ini dapat diberdayakan

maka guru adalah tokoh yang lebih dulu perlu melakukan peru-
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bahan dalam kultur, karena gurulah yang perlu mengubah cara
belajar mengajarnya dengan siswa (Herderson, 2001). Guru dapat
melakukan praktik dan prosedur demokratis sehingga menghar-
gai dan mengusahakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi
siswa serta menghargai kebebasan siswa sebagai manusia yang
bermartabat dalam kemanusiaannya. Guru berusaha melakukan
keadilan dan kesetaraan untuk sedapatnya mengurangi perilaku
diskriminatif yang tidak menguntungkan bagi setiap individu di
lingkungan sekolah dan menghindari munculnya eksklusivisme
yang dapat ditimbulkan dari keyakinan bahwa secara kodratinya
rasnya lebih tinggi atau secara ekonomi memiliki kehidupan
yang layak dibandingkan dengan yang lain.

Siswa diterima sebagai individu yang memiliki naluri dan
kekuatan terhadap semua materi yang akan diterima guru. Guru
dapat menciptakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang ter-
hubung dengan kegiatan inisiatif indepeden seperti, pengalaman
nyata di lingkungan sosial yang setara dengan perkembangan
siswa, sehingga ada wawasan ke dalam stuktur psikologis yang
memengaruhi pencapaian prestasi akademik siswa (Dewey,
1998). Proses belajar mengajar lebih diarahkan untuk siswa
yang dimanusiakan, memberikan layanan yang kondusif bagi
pertumbuhan dan perkembangan optimal siswa, belajar sambil
bekerja sehingga siswa mampu berpikir kritis.

Selanjutnya praktik-praktik demokrasi perlu dipahami bukan
sebagai suatu ide belaka, tetapi sebagai penggabungan nilai dan

sikap yang didasari keyakinan. Warga sekolah seharusnya dapat
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memiliki itikad baik mempraktikkan komunikasi yang terbu-
ka, memberi pertimbangan, memahami perbedaan, membuat
kesepakatan, termasuk memperjuangkan komitmen sekolah
untuk berlaku adil di semua poros pendidikan. Kultur seperti
ini dapat dijadikan jalan masuk, juga solusi dan prinsip dalam
memperbaiki kualitas sekolah (Raharjo, 2012). Solusi dan prinsip
memperbaiki kualitas sekolah melalui perilaku demokratis yang
dimunculkan secara terus-menerus di sekolah akan membentuk
kesadaran warga sekolah bahwa, tidak ada pihak manapun yang
lebih mendominasi proses perbaikan kualitas dan tidak ada
kelompok atau pribadi yang merasa memiliki kekuasaan untuk
mengatur dan berhak menentukan proses pendidikan di sekolah.

Makna menerapkan demokrasi di sekolah tidak cukup jika
mengatakan bahwa demokrasi hanya untuk menghindari in-
doktrinisasi, otoriter, dan eksploitasi. Namun, warga sekolah
didorong untuk berunding, berkompromi, dan bekerja sama
di dalam suatu keanekaragaman, menerima perbedaan satu
dengan yang lain, berdebat secara damai, dan berdiskusi untuk
mencapai satu kesepakatan bersama.

Demokrasi dapat dijadikan visi yang berani menentang
asumsi bahwa hanya orang-orang yang mampu dan matang
secara fisik dan ekonomi yang memiliki kesempatan mendapat
layanan pendidikan yang baik dan unggul atau berkualitas. Ca-
kupan perilaku demokratis lain yang mempertalikan perbedaan
dan keragaman yang ada pada warga sekolah tetap memiliki satu

kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, termasuk
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perlakuan yang sama dalam bidang apa pun tanpa membeda-
kan jenis kelamin, agama, keturunan, kekayaan, suku bangsa,
dan lainnya.

Artinya, penerapan demokrasi di sekolah lebih memberi
penghargaan kepada kemanusiaan untuk bebas, bertanggung
jawab, bekerja sama secara sukarela, hidup setara tanpa tuan
dan budak. Warga sekolah mengoptimalkan norma dan perilaku
mengurangi kesenjangan kualitas bagi mereka yang mungkin
mengalami ketimpangan karena ras, kelas sosial, tempat tinggal,
agama kepercayaan atau sejenisnya dan mengoptimalkan kehi-
dupan demokratis dengan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan.

Tinjauan lebih dalam tentang demokrasi di sekolah selan-
jutnya akan direkonsktruksi dalam teori-teori pendukung antara
lain, (1) makna demokrasi dalam pendidikan, (2) kebijakan pen-
didikan yang demokratis, dan (3) demokrasi yang meningkatkan

kualitas proses belajar mengajar.
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